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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Salah satu tujuan berdirinya Lembaga Pendidikan STAIN Zawiyah Cot
Kala Langsa adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan keislaman serta mengupayakan untuk mengaplikasiannya agar
dapat meningkatkan taraf pengetahuan dan keagamaan masyarakat dan
memperkaya kebudayaan lokal dan nasional.

Termotivasi oleh rasa tanggung jawab keilmuan dan keinginan
mengabdikan diri dengan berbuat yang terbaik bagi misi Tri Darma Perguruan
Tinggi, maka STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa melengkapi sarana ilmiah
dengan menerbitkan jurnal “AT-TAFKIR”.

Jurnal AT-TAFKIR: media pendidikan, hukum dan sosial keagamaan
adalah salah satu jurnal ilmiah yang terbit secara berkala dua kali setahun,
bertujuan pertama, untuk meningkatkan kemampuan akademik para dosen,
praktisi dan ilmuan dalam menulis karya ilmizh sesuai dengan kaedah
sistematika jurnal terakreditasi. Kedwa, dapat menjadi wadah menuangkan ide-ide
bagi para dosen, praktisi, dan ilmuan dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan keislaman. Ke#igs, menambah khazanah jurnal yang ada di
lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam pada umumnya dan di STAIN
Zawiyah Cot Kala Langsa pada khususnya dalam rangka pengembangan citra
diri sebagai lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam yang ada di Provinsi Aceh.

Pada Volume VII Nomor 2 Desember 2014 ini berisikan sebelas
artikel yang ditulis oleh para dosen, praktisi dan ilmuan yang berasal dari dalam
dan luar STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa di antaranya dari Riau, Sumatera
Utara dan Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam artikel tersebut
berkaitan dengan pendidikan, hukum dan sosial keagamaan, meliputi sumber
ajaran, filosofi, historis, metodologi dan terapan. -

Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi
terwujudnya tujuan dan cita-cita mulia kita bersama. Akhirnya kami
mengundang para dosen, praktisi, dan ilmuan untuk berpartisipasi dengan
menyumbangkan tulisan-tulisan ilmiah untuk terbitan selanjutnya.

Assalamu’alaitum Wr. Wh

Redaksi
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KONTESTASI CIVIL SOCIETY DAN PEMERINTAH
DALAM WACANA PEMBARUAN HUKUM KELUARGA
DI MAROKO

Junaidi dan Budi Juliandi’

) Abstract

The paper discussed the contestation between siate and civil society in
disconrse of revising Islaniic Family Iaw in Morocco. The issue described
é}' ciling that the disconrse develuped by civil sociely in this regard is the
/_zbera/ Jeminist | secular Moroccan influence the content of T ‘amily 1.aw
in the country. By so doing hopefully it will be able to understand the
Conlesiation between stale and cvil sociely in the discourse of revising
personal status luw. What is Sfound therefore & that the discourse
developed by civil saciely in this regard is the liberal feminist / secular
Moroccan influence the content of Family Law in the country. From the
description above, it can be concluded, that the liberal feminist / secular
has won fhe struggle for influence in the level of public disconrse seen from
vations indicators. The first indicator is, seen from the 2004 product
Jamily law and consistent with the spirit of the struggle Yo build gerz-der
equality and buman rights as contained in the treaties, and conventions
abont §1. “Ihe second indicator, as Islamist involvement in drafting mf‘o'm
Jarsily L in 2004 with a variety of reasons such as the following: Lirst,
the differences in the perception of the update itself. Second, afﬂc@tf and
Pproaches used in reforming family law. Third, there is mo intention of
the government 1o engage the Islamisls in the preparation of the .df'af.l
"form of Family Law 2004. A third indicator, becanse the King s
&aining momentum to show the world that Moroco as a moderate

Uslim country.

Key Words; Islamic Fatn_ily La\V, libefal/ Seculat fefnin.ist

Movement, contestation.

A, Pendahulu an B
Yan Di dunia Arab, Maroko adalah negara kedua setelah Tunisia
kepgén emperbarui Hukum Keluarga yang memberi porst ltfbﬁdbesar
Kelyy,. Pemenuhan hak-hak kaum perempuan dalam ke lupan
Femrg Latima Sadigi, “I'acing Challenges ar}d Pionceting
sts and Gender Studies: Women in Post-colonial and Today’s
ghnb”’% 8,http:/ /iknowpolitics.org/ sites/default/ files /new20att

\
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icle20by20sadiqi.pdf. Setelah merdeka dari Prancis pada tahun 1956,
Maroko awalnya mengadopsi kebijakan sosial konscrvatif (a sodally
conservative policy) tethadap hukum keluarga dengan menyusun kitab
Hukum Keluarga. Kitab Hukum Keluarga yang diberi nama
Mudawwanab al-Abwal ~ al-Shakbshiypah pada dasarnya merupakan
pengulangan dari hukum keluarga mazhab Maliki yang diberlakukan
di Maroko sclama pcnjajahan Perancis. la dirumuskan scbagai
scperangkat keputusan kerajaan Maroko yang dirilis antara tahun
1957 dan  1958. Tujuan penyusunannya adalah untuk
mempersatukan scluruh kelompok masyarakat di Maroko dalam satu
sct hukum kcluatga.

Di bawah Hukum Kcluatga 1957-1958 tcrscbut, scorang
perempuan di bawah umur berada di bawah perwalian ayahny2,
suami, atau wali laki-laki lain. Dia tidak bisa menikah tanpa
persetujuan dan tanda tangan walinya, atau wali perkawinannya.
Sclain itu, dia bisa kchilangan hak asuh anak-anaknya jika ia menikah
lagi dan bisa diceraikan tanpa pembenaran atau pengawasan
gcngadilan, (Francois-Paul Blanc dan Rabha Zcidguy, 1996: 46 dan
4).

Pertengahan tahun 1980-an, kelompok perempuan di Maroko
sudah mcwacanakan isu modernisasi dalam bidang politik. Pasca
kemendckaan 1956, sckclompok feminis progresif Maroko scpert
Uni de | Action Feminine (UAT, Kesatuan Aksi Perempuan) menuntut
agar Hukum Keluarga digiting kepada hukum keluarga sekuler yans
digali dari tradisi, dan nilai-nilai positif-cgaliter dari masyarakat
Maroko. Jadi, pembaruan Mudunwanab adalah perjalanan Pﬂnj““g
yang cukup penting menuju sekulerisasi Hukum Keluarg?2 :
Maroko. Gugatan meteka terhadap Hukum Keluarga tersebut di
satu sisi mengganggu, namun di sisi lain menguntungkan relast
negara dan awl society, (I'atima Sadiqi and Moha Fanaji, t.t 86-114)-

Makalah ini beranjak dati perspektif bahwa Hukum Kcluatg®
scperti halnya hukum Islam yang lain tidak bisa diubah karcnj;
mengubahnya sama dengan mengubah ketentuan Tuhan, (Aichd F
Hajjami, 2011: 102). Untuk pertama kalinya dalam scjarah Mar 0kO»
upaya pembaruan Hukum Kecluarga dianggap berani melakuka®
perubahan terhadap teks suci. Di negara Muslim lainnya, sepet?
Mesir, topik dan perubahan yang berkaitan dengan Hukum Kelua e
sangat sensitif. Anwar Sadat yang pernah menjabat sebagai Pfes'de:
Mesit pernah memutuskan untuk mengubah Hukum Kcluatg™:
Namun sctelah Sadat tewas, rencana pembaruan Hukum Kcluatg?
Mesir  diabaikan, (Moha [innaji, “Thc New Mush™

' 7
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P«.crsonalSramsLawinMorocco”,1 Ghtep:/ / www.yale.cdu/ macmilan/a
fricadisscnt/moha/pdf).

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menyimpulkan
bahwa wacana yang dikembangkan oleh civil sociely yang dalam hal ini
adalah  kelompok feminis  liberal/sckuler Maroko  sangat
mempengaruhi isi Hukum Kcluarga di negara tersebut. Dalam
tangka membuktikan statemen terscbut, tulisan iad didcskripsikan
dengan sistematika scbagai berikut. Sctelah pendahuluan, diutarakan
wacana sebagai teori dan instrumen pembaruan, yang dengan hal itu
akan terlihat kontestasi antara negara dan ail sodcly dalam wacana
pembaruan Hukum Kcluatga. Pada bagian betikutnya diutarakan
Sccara singkat isi pcmbatuan Hukum Kcluatga terscbut untuk
membuktikan dan mempetlihatkan wacana kelompok mana yang
d."fmat dalam Hukum Keluarga Maroko i, dan kelanjutan petan
‘7.1’2/ society dalam kelanjutan proyck pembaruan. Kemudian secara
singkat pula diutarakan tantangan implementasi Hukum Kecluarga
Pada masyarakat Maroko. Di bagian akhir tulisan ini dipungkasi
dengan kesimpulan dan satan-satan.

B. Wacana sebagai Teoti

Dalam csai yang berjudul Tdiological S'tates Apparatns, Althusscr
(Henty Subiakto, 2010: 2) scbagaimana dikutip olch Henty Subiakto,
mengatakan bahwa wacana, baik yang berupa pernyataan, isi media,
Maupun berbagai aturan, berfungsi sebagai ranah dan dasar
Pembenar  represi yang dilakukan necgara kcpada warganya.

Alas‘mn)’a, negara scnantiasa membutuhkan ketertundukan dan
tidak dapat hanya

kepatuhan warganya. Untuk mendapatkannya, at hanya
Mengandalkan kekuasaan dan kekerasan semata, karena bisa ‘dxmlm
Ototiter, Padahal negara scnantiasa membutuhkan legitimast, agar
kekuasaan tidak diusik. Menurut Althussef, masyarakat dipersatukan

ukan olch ckonomi SCMAtA, tetapi olch idcology, (Bcilhatz, 2005:
«op dua bentuk aparatut ncgara.

yang berdiri sebagai penyangga
kckuasaan yang sah dan cksplisit. Contohnya adalah militct,
ngadilan, dan birokrat. Kedua, ideological state apparains (ISA), yaitu

Institygi agama, kebudayaan, pendidikan, (Henty Subiakto, 2010: 2).
Di  sini, pemikiran Althusser sebenarnya memperkuat
Pemikiran teoretisi Jerman, Antonio Gramsci mengenai hegemoni.
€oti Gramski, schagaimana tcoti ideological state dpparatis Althusser,
presi kekuasaan. Bedanya, reprcsi

a
Pada dasarnya juga merupakan tC
M hegemoni  itu betsifat  “halus” (subile) mcngandalkan
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kepemimpinan moral serta intclektual dan bersifat al\tlf.‘ Ii(.tglfm(‘)nq
tidak tercapai mclalui kckuatan koersif, tapi mclalui dis urls\.ur~1
sistemik (bahasa), terarah, dan betkelanjutan untuk memenangka

penetimaan publik secara sukarela akan sebuah gagasan atau rezim,
(Hendarto, 1992: 66).

Dalam kehidupan empitis, untuk menciptakan kctcrtundllka-f,l
masyarakat, paradigma kckuasaan banyak mcng.andalkan repressire
slale apparatus, dan idiological state apparatus. Paradigma saat itu ]ll:ga
dikenal dengan istilah korporatisme negara. Negara menerapkan
korporatisme  otoriter dalam pengorganisasian  politik  scbagat
instrument menjalankan kontrol politik sccara otoriter, atas nar}lfl
“wjuan nasional” yang ditctapkan olch rezim penguasa itu sendit,
(R. Hewison & Rodan (edit). 1993: 45-46). )

Karl D. Jackson memberi istilah dengan nama ‘%urcauﬁa{lf
poliy”,  scbuah  bentuk  pemerintahan  totaliter yang lebih
mendahulukan  mobilisasi ketimbang partisipasi. Scmua clemen
negara dan masyarakat dimobilisasi untuk mencapai tujuan negara,
yang kesemuanya dalam kontro] kckuasaan. Necgara berkuasa sccata

penuh dan memiliki otoritas luas untuk mclakukan regulasi, (Henry
Subiakto, 2010: 3).

Lalu siapa scbenatnya yang dimaksud aivi/ society? MCflumt
USAIDS, zini/ foctely menggambarkan lembaga bukan pemerintah,
niflaba, organisasi independen yang terbuka untuk keikutsertaan
seluruh lapisan masyarakat; termasuk kelompok-kelompok hak asai‘
manusia, asosiasj professional, lembaga keagamaan, kclompo
pencgak demokrasi, organisasi aktivis lingkungan, perhimpunan
buruh, otganisasi-or

. . . . . ’
sasasl media, dan asosiasi sukarela yang
beketja untuk kebaikq

0 public, (Hoang Thi Minh, 2002: 27). Cohen
& Arato (1994; 2) mengatakan bahwa civil society merupakan bentuk
baru tindakan kolektif yang pengelompokannya tidak berdasarkan
kelas, namun terkait dengan institusi pﬁblik dari masyarakat, yang
betkumpul sccara legal. Cinil saciety betbeda dengan ncgara. _
_Gramsci, sebagaimang yang dikutip oleh Henry Subakt®
merujuk civi/ society sebagai organisasi di luar negara, yaitu organisast
yang ada dalam formgg; sosial di luar sistem produksi matcrial dan

lcikonmni yang  didukung dan dilaksanakan olch orang, 2@

Omponen Fll luar batasan ekonomi (mode of production), dan Negat®
(Henr.y Subiakto, 2010, 4). Simon menyebut mereka adalah semua
Organisasi swagty (private), so

i H : { llﬂk’
el » SCphern gereja, media massa, patrtat PO R
;(;r;l;a; g:)g & lcmbaga kd’“da)’aan, dan lembaga sukarcla, (Simo

Jumal At-Tafkir Vol V11 9y, 2 Desember 2014 129



C.W
aﬁa‘l\’lil sebagai Instrumen
Meosorat Poaemlt . senamy e o '
s o L, sevap o memiitk pandangan, desgss
: ast, dan pemahaman tentang dun’ I : :
N i3 ang dunmanya yang, ¥has. Cara pikir
) g C - o ol ¥ 3 i ~
. deogde: man§ orang, tetapi ditentukan olch struktur
SIT y2 yminan T N { i -
TR, oy pada masa itu. Struktur diskursif i bisa
; s tertulis, bahasa verbal, oral, d i
praktik institusi, d ey S , dan nor-berval, praktk-
B ]: si, dan lain-lain, (Michacl Foucault, 2002: 211)
cliau  menambahk :
P e I : h_l\;m bahwa wacana membentuk dan
. stuksikan peristiwa tertentu, dan gabungan dari peristiwa-
.’ stiwa tersebut membentuk narasi yang dapat dikenalt. Dalam
suatu arakat. bias i n . ‘
masyarakat, biasanya tcrdapat berbagal macam wacana yang

berbe
cd i ili

a satu sama lain, namun kekuasaan memilih dan mendukung
ut menjadi  dominan,

wac . .
ana tertentu schingga wacana terseb
inggirkan (marginalized)

;‘[::nﬁi wacana-wacana lai‘nnya akan terp
benam (submerged), (Beilharz, 2005: 132).

ncgaral'c:;::;l[t] mcnqﬁnggap kc!‘:uasaan tijﬂﬂlf hanya dimiliki olch
Mclalu,i o juga“f,k ct apif kelompok jenis kekuasaan tertentu.
e jnd" 12, mercka mcngo.ntrol . p(-?lnlk.lj‘ﬂn, k-cyakmar? dan
e o0 ividu lain. Wacana ini menjadi kata kunct yang dibahas
d_a“ ditawatkan dalam pemikiran Foucault scbagai instrumen yang
d;r]);iﬂ‘m::ftll{h bcrbagai- k(?kuatail .untuk ‘mcmpcngaruhi yang lain

ingka mencapai tujuan, (Michael Toucault, 2002: 211).

Diskursus yang diproduksi olch para agen atau aktor-aktor
pemroduksi  diskursus, pada dasatnya merupakan  tindakan
Hﬂﬂgtmgkamn pengalaman subyektif mereka ke dalam dunia
S].mbom\'- Diskursus dapat dipahami sebaga realitas simbolik yang
leFOdUksi olch para aktor dalam rangka pcngkonsrmksian realitas.
Aftlnya, suatu diskursus yang diproduksi olch sescorang bisa dilihat
1\“83 scbagai suatu proses pengkonstruksian realitas sosial yang
sedang dilakukan oleh seseorang. Dasar pemikiran ini menurut
“Cﬂry Subiakto, adalah ccoti social constrction of realtty dari Peter
Berger dan Thomas Lucman, (Henty Subiakto, 2010: 6).

Heiner, sebagaimana dikutip oleh Henty Subiakto, menyebut
bahwa realitas sosial bersifat relatif, dibentuk dan dikonstruks olch
Mmanusia. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah plu‘ral.
Sctiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda atas suatd realitas
scsuai pengalaman, preferensi, pendidikan, lingkungan pergaulan
dan tatanan sosial tertentu. Tetapi dalam interaksi sosial tidak scmu?
orang memiliki  peran  yanhs sama, Menurut paradigma

= I‘! lm' b [)(-l]hll\lltltul " rllﬂ‘.ldl, [-(2.!“1 el ;'\()slﬂl
¢ s )y« ] 3 ltl 1

matnstrean yang  dirc resentasikan
o P i i hanya
I)cnt'uk»bcn[ulc lain, pada

wac dasarnya
acana  maupun ‘
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. . N syarakat.
menggambarkan kepentingan clit datipada L(..\(.lun.lhan naﬁl:zan o
Para clitlah scbenarnya yang dominan memproduksi pem

i lic
wacana. Hasilnya tentu saja amat kental dengan kepentingan ¢
tersebut, (Henty Subiakto, 2010: 6 dan 10).

D.Kontestasi Wacana Pembaruan Hukum Keluarga i

Scjak masih berupa rancangan hingga 1mplcmcntasn‘1):i1 pe
lapangan, Hukum Kcluarga 2004 sarac dengan kontrov‘cr;jal "
kalangan auil society sendiri. Pada awalnya. banyak m('-;t '[r)|i°.
tantangan dari kalangan Tslamis, sementara di kalangan ‘;mllu;
mendukung  hingga mempetjuangkan pelaksanaannya, Tari ll:m
atau kontcstasi mengenai beberapa konscp yang ada pada. Hu ‘{l
Keluatga ini pun seperti tiada hentinya, Negara, dan aw/ ;oac’.i’
memiliki interpretasi dengan argumen yang »berbeda _def.l_ga_
beberapa konscp tentang pembaruan Hukum Kcluarga. Ma-‘d(filg
masing mengklaim bahwa merckalah yang sccara intelckual dan
aktif berada dj belakang wacana pembaruan dan authorship Hukt'llTj
Kcluatga di Maroko, (Rachel Salia, “Reflections on a Reform: lrffs“i."
the  Moroccan Family  Code”, 1 6,  Semior  Thess,
academiacommons.colombia.edu/ 2. y

Pada pcmbahasan sclanjutanya, akan dideskripsikan kontcstast
antara awi/ society yang dalam pembahasan ini akan dibatasi kedalam
avil Sodiety yang pro

-pembaruan Hukum Keluarga dan civi/ society yang
kontta-pembaruan Hukum Keluarg

3a dan posisi negara terhadap
Wacana pembaruan Hukum Keluarga,

acuan universal sepert!
pcrianjian hak asast ma st internasional tentang
penghapusan segala bentuk diskrminasj terhadap kaum perempuan
(CEDA\X/) dalam pemb

, dan partai politik‘ sayap-kiri yang sangat skcptis
terhadap kemampuan kelompok

Islamis  untuk  mengikuti
petkembangan masyarakat d; Maroko, dan bercita-cita melakukan
modernisasi di Scgala bidang, terutama unnik menjamin kesctataan
antara laki-laki dan petempuan,

Menurut mereka, keselamatan ha
dapat dicapai melaly; modernisas; dengan cara  membersihkan
Hukum Keluarga dar pengaruh agama, dan menghapuskan scroua
aturan hukum nasiong| yang bcrtcntangan dengan hak asasi manusia,
scbagaimana yang ditctapkan dalam Petjanjian HAM dan konvens

k-hak perempuan hanya
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internasional. Mercka menolak klaim bahwa ulama memiliki hak
cksklusif dalam menginterpeetasi Islam, (Fatima Harrak, 2009: 5).

Meteka menjadikan Hukum Keluarga tidak lagi sakral. Hukum
Keluarga diperlakukan tidak lebih seperti hukum sekuler, lebih
terbuka untuk diperdebatkan, (Moha Ennaji, “The New Muslim
Personal Status Law in Morocco”, 16 http:// www.yale. cdu/
macmilan/ africadisscnt/ moha/ pdf). Dari teoti yang dikemukakan
olch Althusscr scbelumnya, nampak bahwa yang dibangun olch
k.elompok di atas adalah bertujuan agar masyarakat dapat
dipersatukan olch ideologi liberal/sckuler.

Mcskipun ~ pcrubahan Hukum Kcluarga tidak mampu
memuaskan scluruh  tuntutan kclompok feminis liberal/sckuler,
namun upaya tersebut sangat penting dan menarik dicermati karena
yang mereka lakukan adalah membongkar keyakinan lama yang
sudah mengakar, bahwa Hukum Kecluarga tidak dapat diperbarui,
(Global Non-violent Action Database 2012, “Moroccan Feminist
Gl’oups Campaign  to Reform Moudawana (Personal Status
Code/Islamic L'amily Law), 19922004 4 htp:// nvdatabasc
Swarthmore.edu/ content/ moroccan- feminist- groups- campaign-
refom’l-moudawana—pcrsonal-status-codcislarnic—falmﬂ)"la“"’1 9)-

ruan Hukum Keluacga
n TIslam dan nilai-nilai  Tslam
Ndamental sebagai kerangka acuan dalam pembatuan Hukum

.Cluarga. Mctcka tergabung dalam aliansi gerakan I_flaxx}, ((I}il((;l;ﬁl
%, “Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Pmpﬂy 1(2)0“,
of History, Spring ,

> ~S'efzior Thesi D at
(AYAY epaftme L .
a . > an
l;:de’l‘llacommons.colombia.edu/ ) dan ulama tt,adlsl(i::‘; Y i
Nolak i i hak asasi manusia € aiman
agas sal1tas s
gagasan universali o al, atas nAma

tere .. .
antum anii konvensi internast
alam perjanjian dan KOOVETE . -
per } agama (mllgmll.f

,d(i,i:]z:’)n budaya (cultural anthenticity) dan idcntitas
i), (Aicha I3l Hajjami, 2011: 242)- : nilai-
iy Mereka mcn%a!]l’ggap HAM universal tidak sesuat dt—;g?‘l;‘aik i
aa.l fundamental fslam dan konsepsi tentand alam Scn:)chl; ’mnmmn
_cn Scgi landasan, metodc atau tujuannya- Mercka mcnn shariat, dan
me(l)mpok feminis karena diang82P bettentangan dcn%geh;arga, yang
t angear prosedur dalam merumuskan Hu.kum asvarakat yang
b W, melibatkan ulama, satu—satt’"})’a eh; 0 4m« y

b v o, (ks B o 2L e
enolakan mercka terhadap kclompo feminis terscbu ‘

Pad )
Q:] fujukan yang digunakﬂﬂ kClomPOk
Petbarui draf Hukum Keluatg? yang bart

F. Givit Society Kontra-Pemba
Kelompok ini meletakka
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scputar kerangka acuan (¢he frume of reference) inilah yang pada
akhirnya menciptakan benturan ideologi (the ideologicul clask) antara
kelompok Tslamis dan feminis liberal/sekuler di Matoko, (Aicha Ll
Hajjami, 2011: 243).

Mercka menuduh Raja tanduk pada tckanan Eropa dan
Amerika  Serikat. Nadia Yassin, juru bicara petempuan  datl
kelompok a/-‘ad! wa al-thsan menyebut bahwa Reformasi ini hanya
akan memuaskan keinginan pihak asing dan gerakan feminis, tetapl
tidak menghasilkan perubahan nyata dalam kchidupan kaum wanita
Maroko, (Moha Fnnaji, “The New Muslim Personal Status Taw in
Morocco™, 16 hup: //www. yale.edu /macmilan/ afﬁcadisscpt/
moha/ pdf). Mercka mengklaim  bahwa  kelompok fcrr?lrlls
liberal/sekuler sebagai bentukan Barat yang t'fi“k
mempertimbangkan dimensi identitas Islam di Maroko, (Fatima
Hatrak, 2009: 25). Raja adalah satu-satunya yang berhak mcngul?ah
Hukum Kcluatga sctelah berkonsultasi dengan ulama. Sclain 10w,
kelompok Islam al-%d! wa al-ihsan mengklaim sebagai kclom!)()k
pertama yang menyuarakan pembaruan Hukum Kcluarga sckaligus
bertanggung jawab terhadap produk hukumnya. .

Walaupun feminis Maroko sering menyamakan kelompok 10t
dengan  kelompok  tradisionalis, anti-pcmbaruan,  namuf,
kenyatannya kelompok ini sclalu mendengungkan slogan kembal
kepada shariah dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hal 10!
menempatkan  mereka  secara langsung  Dberhadapan denga?
kelompok feminis dalam persaingan untuk memperolch du].“-mgan
masyarakat dan pemcrintah. Kelompok ini sccara tcknis dﬂ;u.:ang'
Mereka menggunakan klaim identitas keagamaan dan naS'O.m.ls
(relagions and national identity), yang menempatkan kelompok ﬂ:rnl‘ﬂ‘n
scbagai orang luar (e outsiders), (Global Non-violent Act©
Database 2012, “Moroccan Feminist Groups Campaign to Rcfo;r;
Moudawana (Personal Status Codc/Islamic Family Law), 19
2004,4htep:// nvdatabasc.swarthmore.cdu/ content/moroccan- .
feminist-  groups- campaign-rcform-moudawana-p(:l’SO"“‘l"‘;mt‘:rl
codcislmnic-family-law-l9). Mereka tidak anti-integrasi pcrcmgl‘;n
dalam pembangunan, namun menolak westernisasi dan ketund Lt
kepada Barat. Mercka menilai bahwa PANIFD meclanggat Sha:.-a
dan  meyakinkan pemetintah untuk menghapus dukuﬂg“nf;n
tethadap rencana pembaruan Hukum Keluarga karena pe]angg;‘)qd
tethadap shariat, (Willman Bordat and Saida Kouzzi, 2004: 3).'1}1\117;
teoti yang dikemukakan olch Althusser scbelumnya, naml?ak b‘ﬂ,ﬁr
yang dibangun olch kelompok di atas adalah bCfmlufm 5
masyatakat dapat dipersatukan olch idcologi Islam konscrvattl.
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G. Pozildlljegaf'a dalam Wacana Pembaruan Hukum Keluarga
Raja Hasqail RIaI]a Muhammad V l. mewarisi kepemimpinan ayahnya
maSyatak;;t Lol pada bulan Juli 1999, ada harapan besar dari
Maroko, Rai a_’Kva cra baru rcformasi akan scgera dimulai di
reformasi Zjdkiu: ammad VI yang diyakini lebih tertasik pada
pencgakan [;Iak fm sosm}l, menyatakan dukungannya terhadap
hak-biak ini ad la}iabl_ manusia dan kcyakinannya bahwa meclindungi
F 1?? scjalan dengan Istam, (Iatima Hatrak, 2009: 6).
dengan demo u an‘.kcpcmlmpmannya, Muhammad VT direpotkan
hak perem nstrast yang menuntut atau menolak penegakan hak-
konflr(mtas'puan di Casablanca dan Rabat. Dalam menghadapi
tersebut I{ .tcrbuka. antara kclompok liberal - dan konscrvatif
dan mc:jiatala memainkan peran tradisionalnya sebagai arbitrator
2001, Raig ;}' 1Sctahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Maret
dari Part]ai_ u m-mmaf;l. VI bertemu 4cngan perwakilan perempuan
me"gmnumrl){atw politik dan organisasi hak asasi manusia dan
mempersia ka" pembentukan sebuah komisi kerajaan yang bertugas
oleh Sef;rag an pembaruan Hukum Keluarga. Komisi ini dipimpin
dan wanica g Hakim Agung, yang terdini dari clit masyarakat, pria
kelompolk , ulama, partai politk, intelckeual radisional dan liberal,
Petem mflependen, aktivis hak asasi manusia dan L.SM
P, (Fatima Harrak, 2009: 6).

kcingin;dlmya Hukum Kcluarga diklaim untuk mewujudkan
Perempuﬁ};ar:;g sama semua orang di Mamko, baik laki-laki maupunt
dalam, meli dengaﬂ mengadops! Pnnsip-prinsip toleransi Islam
untyk %etim ungi mattabat manusia yang membuat Islam berlaku
Rcf(,m;: aPp. waktu dan tempat, (Rachel Slia, “Reflection on 2
Inside the Moroccan Family Codc”, 26, Sentor Thesis,

Cpattm, . - ;
ent of History, Spring 2011, academiacommons. colombia.

edu/),
Memolc);da. ta1?ggal 10 Oktober 2003, Raja sccara resmi berencana
ernisasi Hukum Keluarga untuk membebasan  kaum

Pere
mcn;:ga" i Lodkadilan, melindungi  hak-hak anats dan
iki dma“abat pria, yang scsuai dengan prinsip dalam mazhab
an tradisi ijthad, (Mounira M. Charrad, «[iamily Jaw
7, Report for the

efo .

Unileﬁn]ijm. the Arab World: Tunisia and Morocco”, ‘
Wision ‘éfzom P@arlment of Ficonomic and Social Affairs (UNDILS:A)
ew Y, or Social Policy and Development [ixpert Group Mccting
farnily/(:jrk 15 -17 May 2012, http: /[ www. un.org/ csa/ socdev/

s CgfniZ/P/\PF,R-(IHARR/\D.pdf). |
AN agai Raja dari scmua masyarakat Matoko 1a .
8-undang unwk scgmen masyarakat atau partai

tidak mcmbuat
tertentu.
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Scbaliknya, ia Dberusaha untuk mencerminkan kchendak umum
Bangsa, yang ia anggap scbagai keluarganya. Pidato kerajaan beliau
disambut dengan gembira oleh semua pihak. Hukum Keluarga batu
telah diratifikasi pada bulan Januari 2004 setelah diskusi panjang dan
dengan beberapa perubahan.

Raja Muhammad VI ingin membuktikan kepada masyarakat
intcrnasional bahwa Maroko adalah scbuah ncgara modetat, dcpgan
mencmpatkan Maroko sccara tepat dalam masyatrakat intcrr.la.swﬂa]
sebagai negara modern, ncgara dengan kombinasi tradisi dap
modernitas, scrta mengklaim bahwa Hukum Kcluarga adalah hasil
dati upaya yang tcrkoordinasi, dan mediasi pemcrintah dan watga
ncgata Maroko, (Global Non-violent Action Databasc 2012,
“Moroccan Teminist Groups Campaign to Reform Moudawan2
(Personal  Status  Code/Islamic  Family Taw), 1992-?094, 4
http:/ /nvdatabasc.swarthmore.cdu/content/ moroccan—fcn?mlﬁtj
groups-campajgn—rcform-moudawana—pcrsona]-stams-codc1slamlc'
family-law-19). Dari teori yang dikemukakan oleh Althusse(;
scbelumnya, nampak bahwa yang dibangun olch Raja Muhamm?th
VI adalah bertujuan agar masyarakat dapat dipersatukan ole
ideologi Islam moderat.

H.Muatan Hukum Baru dalam Hukum Keluatga Matoko
Hukum Keluarga yang bernuatan produk hukum baru da‘lim::
masalah keluarga memiliki inspirasi yang egaliter, berangkat din
pembacaan kembali teks-teks suci untuk  mclihat f‘fahmjc’ ‘
kebutuhan terkini masyarakat, scjalan dengan nilai-nilai unWCfZﬁ:
(Musawah, 2011: 45-55). Diantara perubahan dalam muatan Hu-l\mn
Keluatga Maroko itu yang paling penting adalah: (1) Kese)ﬂlﬁ;
posisi suami dan istri dalam tanggung jawab kcluarga, (Musa“(; aﬂ’
2011: 56) (2) Peningkatan usia perempuan yang akan mcnikah, san
15 menjadi 18 tahun, (Mudawwanat”, pasal 19, 9) (3) Pcnghapuan
perwalian dalam pemikahan dan menjamin otonomi-lffcfcm}?lilqu;
(Mudawwanat”, pasal 24, 10) (4) Pensyaratan perlunya izin diz ”
pertama untuk pernikahan poligami, (Mudawwanat”, pasal a;]at”’
(3) Pemberian hak kepada istti untuk meminta cerai, (Mudaw 2sci-
pasal 78, 23) (6) Pensyaratan hak untuk propetti untuk 18! I:)a san
petceraian, (Mudawwanat”, pasal 102, 28) (7) Pemberian kepfi( - hak
kepada anak untuk memilih (ayah atau ibu) yang akan memili betian
asuh terhadap dirinya, (Mudawwanat”, pasal 166, 40) (8) Pem ot
jaminan tempat tinggal bagi anak-anak dalam kasus perceraia
tua, (Mudawwanat”, pasal 171, 42).
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. Dcngan perubahan penting Hukum Keluarga 2004, harus
dikatakan bahwa Mundumwanal al-Usrab —scperti Madjalla (Hukum
Keluarga Tunisia) — adalah yang paling betbeda di dunia Muslim-
- Arab saat ini, (Yolanda Aixela Cabre, “The Mudawana and Koranic
Law from A Gender Perspective: The Substantial Changes
totheMoroccanFamilyCode,11http: //digital.csic.cs./ bitstrcam/ 1026
1/34361/1/ Aixclia_671_Mudawwana.pdf).

I. Menguatkah Peran Civil Society?

Sccara de-facto, bahwa scperangkat aturan tentang Hukum
Keluatga di Maroko tclah dibukukan, namun menyisakan pertanyaan
apakah peran cwil sodety menguat atau mclemah pasca lahirnya
aturan-aturan baru tersebut? Menurut Sparingga, sebagaimana
dikutip oleh Henry Subiakto, bahwa suatu negara dikatakan v/
Socdety-nya menguat apabila memenuhi kriteria: (1) Eksisnya nilai-nilai
(the  excistence of shared ralues), (2) Meningkatnya kepercayaan
Masyatakat (the increase of social trusl), (3) Semakin menguatnya kohesi
sosial (sironger social cobesion), (4) Tumbuhnya solidatitas yang
bc““mpu pada humanisme (¢be growing of solidarily based on bumanism),
() Semakin seimbangnya partisipasi (more balance participation), (0)
Tumb‘ﬂlﬂya kepercayaan dalam keadilan sosial (the growing of believes
! social justice, dan (7) Scmakin menguatnya kepercayaan dalam
Petkembangan sosial (stronger belicfs in social progress). o

Tujuh karateristik tersebut tidak muncul, malah bisa. ter]ad{
Scbalikny, scperti; (1) Terbelahnya sccara tajam ideologi-idcologt
Yang ada (shurp frugmentation of ideolngies), (2) Tumbuhnya
l(et‘dﬂkpercayaan masyarakat (growing of cocial distrusd), (3) Meluasnya
konflik dan kekerasan dalam masyarakat (widening of violent commmunal
onflicts), (4) Berlanjutnya scntimen keagamaan dan kcsu'kuan
erhadap, partisipasi publik (¢be persisiency of ethnic or religions sentiments
o%er publsc participation), (5) Scrmakin menguatnya sikap apatit.;, pesimis,
dan  skepis (stronger apathy), (6) Mcluasnya ketidakadilan yang
terdeteksi secara sistematis (widening of perceived  Systemalic injustice),
(chry Subiakto, 2010: 3). ' _ X

Mcnguat atau mclemahnya peran civil society akan tcrhhalt]k saa
Hukum Kcluatga Maroko itu diberlakukan. Pembetlakuan H hum
Keluarga di Maroko baru berjalan tidak sampat sepulub tahu
Menyisakan tantangan-tantangan baru.

J. Tamangan Implementasi Hukum Keluarga l
Batapapun Hukum Kcluarga Maroko 2004 tcl?ll n
Produk hukum baru bagi masyarakat, namufl perit

1cngasilkan
dimaklumi
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bahwa dalam pencrapannya masih terdapat scjumlah tantangan
scperti berikut:
1. Kurangnya perhatian hakim di Pengadilan terkait dengan
pembaruan Hukum Keluarga

Walaupun pemertintab, melalui  Depattemen  Kchakiman
mengadakan program pelatihan terkait dengan aturan-aturan baru
dalam Hukum Kcluarga di Maroko untuk para hakim, tctapi
pelathan terscbut dianggap gagal mengingat lemahnya komitmen
dan semangat untuk menerapkan Hukum Keluarga yang baru
terscbut.  Dalam  Hukum Keluarga terbaru, hakim  masih
dipctbolchkan  mcnggunakan  prinsip-prinsip  agama  dalam
memutuskan hal-hal yang tidak tercakup dalam teks. Kenyataan ini
justeru meninggalkan banyak ruang bagi pata hakim untuk membuat
keputusan hukum yang paling konservatif sekalipun. Hukum
Kecluarga terbaru ini juga memberikan peran kepada hakim dalam
mengawasi rckonsiliasi suami-istetri dalam kasus perceraian. Situasi
ini dikhawatitkan oleh kelompok feminis bahwa hakim akan
memptioritaskan rckonsiliasi dalam  kepentingan “kcharmonisan
kcluarga” daripada menerapkan  aturan  baru dalam  Hukum
Keluarga, (Stepanic Willman Bordat and Saida Kouzzi, “The
Challenge of Implementing Morocco’s New Personal Status Law”,
1, dalam The Carnegic Endowment for Tnternational Peace’s Arab Reforn
Bullesin, Vol. 2, No. 8, 2004 htp://www.globalrights.org/ sitf:/_
DocServerrdocID=663). Kurangnya pethatian para hakim 101
memunculkan pertanyaan apakah karena mercka tidak siap dengan
aturan-aturan baru dalam Hukum Kcluarga Maroko, atau
disebabkan tetbelahnya secara tajam ideologi-ideologi yang ada
(sharp [fragmentation of ideologies) di kalangan hakim antara yang
memiliki pemahaman Islam konservatif dan liberal.
2. Struktur baru dan standar kompetensi hakim pengadilan

Pencrapan  Hukum  Kecluarga  baru,  discrtai  dengan
pcmbangunan pengadilan  baru, terpisah dari pengadilan  biasa
tingkat pertama yang scbelumnya memiliki yurisdiksi atas masalah-
masalah hukum keluarga. Pemerintah berencana mendirikan
scbanyak 70 unit pengadilan keluatga, atau satu per-provinsi, untuk
mclayani 50 persen dati penduduk yang tinggal di dacrah-dacrah
tetpencil. Selain itu, beberapa pengamat memprediksi bahwa
menghapus kasus hukum keluarga dari peradilan umum akan
menghasilkan standar keadilan yang lebih rendah dalam menangan!
kasus-kasus yang terkait scngketa perkawinan, (Stepanic Willman
Bordat and Saida Kouzzi, “The Challenge of Implcmcnting
Motocco’s New Personal Status lLaw”, 1, dalam The Carnege
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Endowment Jor Internati

BulktinNoL2N: onal ~ Peace’s Arab Reform
t?docID=})§.%I)\.] 0.8,2004htrp:/ /srwrw.globalrights.org/ site/ Docsf:fwe

3. me:;’;/fasi. dan kelemahan betbahasa fusha
baik dof ;/iél‘ll‘i' :csnll)l pemerintah menycdiakan akscs Hukum Kecluarga
dicctak dan tc::..:j.l-djaha'Sa Asab dan Pemncis secara online. Versi Arab
bisa bacotali ‘s(;i lia di dalam ncgerl. Katcna jumlah masyarakat yang
rhadap, B |: i Maroko dl})cr}clrakan sckitar 52%, maka akscs
Mengingat ;1 utt]n] Kclu.arga -versi bahasa Arab tidak memuaskan.
MaYOkogadancf?ka, hnya jumlah masyarakat yang bisa baca-tulis di
dengan ,baha ‘d jt\d bahwa banyak orang Maroko yang tdak betbicara
Tnside the Msa rab -ff"r/)‘f’ @achcl Slia, “Reflection on a Reform:
History, § fiorocc;m ['amily (J.odc”, 26, Sensor Thesis, Department of
umnlah ’mz ,ng i()ll, acadcmlacommons.colombia.edu/). Besatnya
petsen wa:g arakat buta-huruf di Maroko dengan perkiraan 42
merupakan hta {:crkotaan dfm . 82 persen percmpuan pedesaan,
scperti it ambatan yang s1gn1ﬁkan dalam hal ini. Dalam kondisi
tingkat ak;rPfOpaganda informasi tentang reformasi yang terscbar di
sargat me J:Utrlput olch_ kcl(?mpok-kclompok ckstremis agama bisa
Challenge f(‘-‘FaIk, (Stepanic Willman Bordat and Saida Kouzzi, “The
2 daloo )'I‘/ mpl‘cmcqtmg‘ Morocco’s New Personal Status Law”,
Refo Bl 1\'07 olCéd]':;qglg zg;zdowm(mi Jor Tnternational Peace’s Arab
Zservef?d()c]i):(;63 )‘0. 2004http:/ /\vww.globalrlghts.org/slte/Do
: KCfrcrbatasan Akscs Informasi dan Kcjumudan
menget:}r]lt?nﬁan tcrakhir adalah memastikan babwa masyarakat
studi etn ui dan menerima pembatuan Hukum Keluarga. Sebuah
Gharb. « ﬁg}r\aﬁ yang .dllakukan oleh S()u?d iddouada di wilayah
bahwa. ah satu da{l dacrah pedesaan di negert ini, menunjukkan
scluruh infervinee dari kalangan perempuan tidak tahu dan
(Ann M. Liiscnbetg, “Law on

m\
th:"%cnal Hukum Kcluarga Maroko,
ooks vs. law in Action: Reformed 2004 FFamily Law the

M
F‘i:'fda“’aﬂa”,71 5,www.lawschool.corncl.cdu /research/11J/ upload/
enberg-final.pdf).
mcngjﬂ:knal Badaoui, scbagaimana dik
di M'::t " an bahya para orang tua yang
s@gelfa Od‘o .memlhki keyakinan bahwa anak-anak gad
o inikahkan Dbetapapun mereka mengetahui

ancqga~ mcmbolchkan pcrnikahan itu berlangsung 8 CK:
(”Iind;(,pal ‘18 tahun. Beliau menambahkan bahwa mecrubah Po!a pikir
Drod. ]\/) scscorang jauh lebib sulit ketimbang merubah sclum‘*fh
uk hukum, (Ann M. [iiscnbcrg,

utip olch Ann M Lisenberg,

tinggal di desa-desa terpencil
is mereka harus

bahwa Hukum
aat usia mercka

»] .aw on the Books vs. Law In
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Action: Reformed 2004 Family Law thc Moudawana”, 715,
www.lawschool.cotnel.cdu/rescarch/1LJ /upload/ Liscnbergfinal.pdf
). Kejumudan masyatakat tradisional menimbulkan pertanyaan
apakah katena tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat (growing q_/
social disirusi) scbab produk Hukum Keluarga yang baru kint
berwajah liberal atau katena memang mercka tidak siap terhadap
perubahan Hukum Kcluarga terscbut.

K. Penutup

Dari uraian terscbut di atas dapat disimpulkan, bahwa
kclompok feminis liberal/sckuler berhasil memenangkan percbutan
pengaruh wacana di tingkat publik dilihat dari betbagai indikator.
Indikator perlama adalah, dilihat dari produk Hukum Keluarga 2004
yang memiliki spitit dan konsistensi perjuangan membangun
kesctaraan gender dan hak asasi manusia scbagaimana yang
terkandung dalam perjanjian, dan konvensi internasional tentang 10U-
Indikator &edua, katena tidak terlibatnya kelompok Tslamis pada
penyusunan draf pembaruan Hukum Kecluarga 2004 dengad
berbagai alasan seperti berikut: Pertama, perbedaan cara pandang
tethadap pembaruan itu sendiri Kedra, konsep dan pendekatan yang
digunakan dalam mclakukan pembaruan Hukum Kcluatga.

Ketiga tidak ada keinginan dari pemerintah untuk melibatkao
kelompok Tslamis dalam penyusunan draf pembaruan Hukum
Keluarga 2004. Indikator Actiga, karena Raja mendapatkan
momentum untuk menunjukkan kepada dunia intcrnasional bahwa
Matoko adalah scbuah negara Islam moderat. Raja dalam hal 0!
senantiasa membutuhkan ketertundukan dan kepatuhan watganya.
Untuk mendapatkannya, ia tidak dapat hanya mengandalka?
kekuasaan dan kekerasan semata, karena bisa dinilai otortet
Munculnya wacana pembaruan Hukum Keluarga dari kelompoO
feminis liberal/sckuler Maroko scjalan dengan misi Raja yang akan
menjadikan Matoko scbagai ncgara Islam modcrat. Pada akhiry?
Raja memilih dan mendukung wacana kelompok femunis
liberal/sckuler schingga wacana tersebut menjadi dominan, dan
wacana-wacana lainnya yang dimunculkan olch kclompok Islam
konscrvatif menjadi  terpinggitkan  (marginalized) atau dibcna®™
(submerged). Kenyataan ini membenarkan teori yang sebelumny?
dikemukakan oleh Beilhar.
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